MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 16 September 1974

Nomor : U.P.2/178/1974
Lampiran : --
Perihal : Syarat-syarat yang harus Kepada Yth.
dilengkapi untuk pengusulan Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi
kenaikan pangkat bagi Hakim. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri
Seluruh Indonesia
SURAT EDARAN

Nomor : 02 Fahun 1974

Guna memperlancar usul-usul kenaikan pangkat para Hakim-hakim dari
Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri yang dialamatkan kepada Mahkamah

Agung,

diminta dengan hormat agar supaya tiap-tiap usul kenaikan pangkat

para Hakim tersebut, hendaknya dilengkapi dengan

1.

2.
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Daftar penilaian kecakapan pekerjaan (conduite staat) yang bernilai
baik dengan masa berlaku 1 (satu) tahun terakhir.

Daftar riwayat pekerjaan sesuai dengan contoh dalam Surat Edaran
Direktorat Jenderal Pembinaan Badan-badan Peradilan tanggal 11 Mei
1974 No. JZP 18/4/24/K.

Surat keterangan tidak terlibat G.30.S/PKI dari Team Screening
Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri setempat.

Surat Pernyataan tidak berpartai politik seperti yang dimaksud dalam
Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1970,

Hasil examinasi sebagai pengganti ujian dinas, bagi para Hakim yang
diusulkan untuk kenaikan pangkat pindah golongan, yaitu dari :
golongan 1l/d ke golongan {Il/a

golongan [11/d ke gelongan IV/a

Salinan surat keputusan pengangkatan sebagai pegawai negeri atau
pegawai sementara atau pegawai tetap.

Salinan Surat Keputusan Inpasing dari P.G.PN. 1961 ke P.G.P.S.
1968.

Salinan surat keputusan kenaikan pangkat yang terakhir.



Kelengkapan tersebut di atas harap dikirim masing-masing rangkap 4
(empat), untuk pengiriman lebih lanjut ke Direktorat Jenderal Pembinaan

Badan-badan Peradilan Departemen Kehakiman,

Demikian untuk mendapatkan perhatian Saudara.

Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia,
u.b.

Wakil Ketfua,

ttd.

(Dr. R. SANTOSO POEDJOSOEBROTO, SH.)
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